
 

 

 

  

 
 

 
BUPATI SIGI 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 
NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIGI, 
 
Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 
Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4873); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 
Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7153);  
 
 
 

DRAF 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

dan 

BUPATI SIGI 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 
 

 
Pasal 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berupa laporan keuangan yang memuat : 
a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 

d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas;  

f. laporan perubahan ekuitas;dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 
sebagai berikut: 

a. 
b. 
 

c. 
 

 
d. 

pendapatan 
belanja   
defisit         

pembiayaan 
- penerimaan 

- pengeluaran 
pembiayaan netto                                                    

Rp 
Rp 
Rp 

 
Rp 

Rp 
Rp 

1.189.888.414.789,98 
1.205.322.078.915,00 

(15.433.664.125,02) 

 
39.112.019.642,74 

0,00 
39.112.019.642,74 

 
Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

sebagai berikut: 

1. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                           

Rp85.515.100.882,02 dengan rincian sebagai berikut: 
 

a. 
 
b. 

c. 

anggaran pendapatan setelah 
perubahan   
realisasi         

selisih  

Rp 
 
Rp 

Rp 

1.275.403.515.672,00 
 

1.189.888.414.789,98 

85.515.100.882,02 
 

2. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                  
Rp109.182.316.748,00 dengan rincian sebagai berikut: 
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a. 

b. 
c. 

anggaran belanja setelah perubahan   

realisasi         
selisih  

Rp 

Rp 
Rp 

1.314.504.395.663,00 

1.205.322.078.915,00 
109.182.316.748,00 

 

3. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                                  
Rp(23.667.215.865,98) dengan rincian sebagai berikut : 

 
a. 

b. 
c. 

surplus/defisit setelah perubahan    

realisasi  
selisih  

Rp 

Rp 
Rp 

(39.100.879.991,00) 

(15.433.664.125,02) 
(23.667.215.865,98) 

 

4. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp11.139.651,74 dengan rincian sebagai berikut: 
 

a. 
 

b. 
c. 

anggaran penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan   

realisasi         
selisih  

Rp 
 

Rp 
Rp 

39.100.879.991,00 
 

39.112.019.642,74 
11.139.651,74 

 
5. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah               

Rp. Nihil dengan rincian sebagai berikut: 
a. 
 

b. 
c. 

anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan   

realisasi         
selisih  

Rp 
 

Rp 
Rp 

0,00 
 

0,00 
Nihil 

 

6. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp11.139.651,74 dengan rincian sebagai berikut: 
a. 

 
b. 
c. 

anggaran pembiayaan netto setelah 

perubahan   
realisasi         
selisih  

Rp 

 
Rp 
Rp 

39.100.879.991,00 

 
39.112.019.642,74 

11.139.651,74 

 

Pasal  4 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut: 

a. 
b. 

 
c. 

d. 
e. 

f. 
 
g. 

h. 

saldo anggaran lebih awal 
penggunaan SAL sebagai penerimaan 

pembiayaan tahun berjalan 
sub total (a – b) 

sisa lebih pembiayaan anggaran  
sub total (c + d) 

koreksi kesalahan pembukuan tahun 
sebelumnya 
lain-lain 

saldo anggaran lebih akhir 

Rp 
Rp 

 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 
 
Rp 

Rp 

39.100.879.990,74 
39.112.019.642,74 

 
(11.139.652,00) 

23.678.355.517,72 
23.667.215.865,72 

11.139.652,00 
 

0,00 

23.678.355.517,72 
 

Pasal  5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2025 
sebagai berikut: 
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a. 

b. 
c. 

d. 

jumlah  aset 

jumlah  kewajiban 
ekuitas dana 

jumlah  kewajiban dan ekuitas dana 

Rp 

Rp 
Rp 

Rp 

1.941.604.945.187,53 

20.289.017.376,96 
1.921.315.927.810,57 

1.941.604.945.187,53 
 

Pasal 6 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 
Desember 2025 sebagai berikut: 

a. 
b. 

c. 
 

d. 
e. 

pendapatan – LO 
beban 

surplus/defisit dari kegiatan non 
operasional 

beban luar biasa 
surplus/(defisit) – LO (a - b + c - d) 

Rp 
Rp 

Rp 
 

Rp 
Rp 

1.103.972.439.744,82 
1.133.257.413.463,21 

(67.321.480,00) 
 

0,00 
(29.352.295.198,39) 

 

Pasal  7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per                     

31 Desember 2025 sebagai berikut: 

a. 

b. 
c. 
d. 

e. 
f. 

saldo kas awal per 1 Januari 2025 

arus kas bersih dari aktivitas operasi  
arus kas bersih dari aktivitas investasi 
arus kas dari aktivitas Transitoris 

koreksi SiLPA 
saldo kas akhir per 31 Desember 2025 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

39.587.850.026,74 

50.317.096.374,48 
(65.750.760.499,50) 

(486.970.036,00) 

11.139.652,00 
23.678.355.517,72 

 

Pasal  8 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 
31 Desember 2025 sebagai berikut: 

a. 

b. 
c. 

 
 

 
 
 

 
d. 

ekuitas awal 

surplus laporan operasional 
dampak kumulatif perubahan 

kebijakan/kesalahan mendasar 
- koreksi ekuitas - aset lancar 

- koreksi ekuitas - aset tetap 
- koreksi ekuitas - aset lainnya 
- koreksi ekuitas - kewajiban jangka 

pendek 
ekuitas akhir (a + b + c) 

Rp 

Rp 
Rp 

 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

 
Rp 

1.969.786.578.201,86 

(29.352.295.198,39) 
(19.118.355.192,90) 

 
765.370.934,14 

(22.345.294.254,19) 
(1.027.646.165,85) 
3.489.214.293,00 

 
1.921.315.927.810,57 

 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, 

Tahun Anggaran 2025 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-
pos Laporan Keuangan. 
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Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai 

dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : LRA terdiri atas: 
    Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran I.4 :  Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil 
dan sub kegiatan beserta keluaran; 

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. Lampiran III : Laporan operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 
e. Lampiran V : Neraca; 
f.  Lampiran VI : Laporan arus kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan 

dana bergulir; 
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya; 
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Perseroan 

Daerah. 
 Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Perusahaan 

Perseroan Daerah; 

 Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) 
Perusahaan Perseroan Daerah. 

 

Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi. 

 

        Ditetapkan di Sigi Biromaru 
       pada tanggal … 

 

BUPATI SIGI, 

 

MOHAMMAD RIZAL INTJENAE 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 
NOMOR … TAHUN 2026 

 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

 

I. UMUM 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 
kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat. 

Sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, setiap tahun anggaran 
wajib disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 
memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut memberikan gambaran 
menyeluruh mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta 

pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran, yang selanjutnya menjadi 
dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan pada tahun-

tahun berikutnya. 
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, maka 
siklus pengelolaan keuangan daerah dapat diselesaikan secara utuh dan 
sah menurut hukum, sehingga menjamin adanya kepastian, keteraturan, 

serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR … 


